Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ktbm

POENG VO [P

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXX XXXXXX,
pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG
UTARA DENGAN NOMOR TELEPON 087874544XXX, sebagai
Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX,
pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN OKU
TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Maret 2024
telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Kotabumi dengan Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, tanggal

05 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juni 2019, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten Lampung
Utara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0052/12/V1/2019, tertanggal 17
Juni 2019;
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2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat
berstatus Jejaka;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal
bersama dirumah kontrakan di Kota Tangerang Kecamatan Pasar Kemis
sampai dengan berpisah;

4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang
anak yang bernama: ANAK , lahir di Bukit Kemuning, 12-01-2012, umur 12
tahun (1803175201220XXX) saat ini anak tersebut tinggal bersama
Penggugat (lbu Kandungnya);

5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juli
tahun 2022 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
mulai goyah, disebabkan karena:

5.1. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena faktor ekonomi.
Pekerjaan Tergugat sebagai xxxxxxxx xxxxx memiliki penghasilan
yang tidak menentu sehingga tidak mencukupi kebutuhan rumah
tangga dan dalam seminggu, Tergugat hanya memberi uang
sebesar Rp.100.000 kepada Penggugat untuk kebutuhan
sehari-hari,namun menurut Penggugat itu kurang;

5.2. Tergugat berselingkuh dengan seorang wanita yang diketahui
langsung oleh Penggugat saat melihat akun media sosial
Facebook milik Tergugat, dalam akun milik Tergugat tersebut,
Penggugat menemukan isi percakapan atau chat Tergugat dengan
akun facebook seorang wanita;

6. Bahwa, karena sebab - sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat
sering berselisih dan bertengkar, namun pertengkaran tersebut pada
awalnya masih dalam batas - batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua
belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini pertengkaran itu semakin bertambah
jadi;

7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
bulan Oktober tahun 2022 disebabkan karena Tergugat berselingkuh

dengan seorang wanita yang diketahui langsung oleh Penggugat saat
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melihat akun media sosial Facebook milik Tergugat, dalam akun milik
Tergugat tersebut, Penggugat menemukan isi percakapan atau chat
Tergugat dengan akun facebook seorang wanita sehingga Penggugat dan
Tergugat bertengkar yang menyebabkan Penggugat dipulangkan kerumah
orang tua Penggugat;

8. Bahwa, selama Penggugat pergi dari rumah, Tergugat tidak lagi memberi
nafkah kepada Penggugat;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon
kepada I|bu Ketua Pengadilan Agama Kotabumi kiranya berkenan
menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Bahwa, Penggugat tidak mempunyai penghasilan tetap dan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari juga tidak mencukupi sehingga tidak
mampu membayar biaya perkara ini dibuktikan dengan Surat Keterangan
Tidak Mampu Nomor: 03/SKTM/BT-HS/II/2024 tanggal 15 Februari 2024
dikeluarkan oleh Desa Bonglai Tengah maka Penggugat mohon

dibebaskan dari biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Kotabumi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan

mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara dengan cuma-cuma,;

SUBSIDER:
Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat

lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.
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Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut
menurut relaas Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 08 Maret 2024 yang
dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Bahwa majelis hakim mengkonfirmasi kepada Penggugat terkait dengan
alamat Tergugat yang tidak jelas dikarenakan berdasarkan keterangan
panggilan yang disampaikan kepada Tergugat diketahui bahwa Tergugat tidak
lagi tinggal di alamat tersebut. Atas pertanyaan majelis hakim Penggugat
menyatakan bahwa alamat tersebut adalah alamat kakak Tergugat, dan
belakangan Penggugat mendapati informasi bahwa Tergugat sudah tidak lagi
tinggal di sana, oleh karenanya Penggugat memohon kepada majelis hakim
mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi
dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1
Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi
Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan pertama telah berusaha
semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa

membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;
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Menimbang, bahwa Penggugat di muka sidang menyatakan memohon
mencabut perkaranya dengan alasan Penggugat akan mencari alamat terbaru
Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut
gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka gugatan Penggugat
untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya
gugatan tersebut harus dikabulkan, sesuai dengan Pasal 271-272 Ry;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, namun
oleh karena Penggugat mengajukan Permohonan untuk beracara secara
prodeo, maka berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotabumi
Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Maret 2024 yang mengabulkan
Permohonan Penggugat untuk beracara secara prodeo dan berdasarkan Surat
Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kotabumi, bahwa
biaya perkara berupa ATK, panggilan, pemberitahuan serta meterai dibebankan
kepada DIPA Pengadilan Agama Kotabumi tahun 2024, hal ini telah sesuai
dengan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Replubik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan
Bantuan Hukum Bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan, oleh sebab itu
maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Kotabumi tahun 2024;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;

Menyatakan perkara nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ktbm, selesai karena

dicabut;

3. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut

dalam register perkara;
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4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Kotabumi Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang
dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 08 Ramadan 1445 Hijriyah, oleh kami Abdul Azis, S.Sy., M.H.
sebagai Ketua Majelis, Ismatul Maula, S.H.I. dan Novia Ratna Safitri, S.H., M.H
masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim
Nomor 204/Pdt.G/2024/PA.Ktbm tanggal 05 Maret 2024, penetapan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan
dibantu oleh Ari Eka Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota Ketua Majelis
Ismatul Maula, S.H.I. Abdul Azis, S.Sy., M.H.
Hakim Anggota

Novia Ratna Safitri, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Ari Eka Putra, S.H.

Perincian Biaya: Rp0.00
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